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Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu, Proses Penangan Perkara 
Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem pada Pengadilan Agama Sungguminasa, 
Gowa, maka penulis merumuskannya dalam pokok masalah yaitu: bagaimana criteria 
perkara yang dapat dianggap Nebis In Idem. Untuk menghindari kesimpang siuran
dalam pembahasan skripsi nanti, maka penulis menggunakan metode yaitu, metode 
pendekatan diantaranya pendekatan yuridis, pendekatan syari’ah dan pendekatan 
sosiologis. Untuk mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data library research (kepustakaan), dengan cara 
mengutip langsung maupun tidak langsung dari sumber data terkait.
Ketentuan hukum mengenai asas Nebis In Idem di Indonesia diatur dalam pasal 
76 ayat 1 dan 2 KUHAP, tentang gugurnya hak menuntut hukuman. Dan gugurnya 
hukuman dalam pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang disebut Nebis In Idem 
yang artinya orang tidak boleh dituntuk sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang 
baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya dasar Nebis In Idem digantungkan 
kepada hal bahwa terhadap seorangitu juga mengenai peristiwa tertentu telah diambil 
keputusan, oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang 
berkekuatan hukum tetap). Putusan ini berisi penjatuhan hukuman, pembebesan dari 
segala tuntutan hukuman dan putusan bebas.
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A. Latar Belakang 
Benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan 
dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi dinilai sejak awal proses 
pemeriksaan perkara. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan memberi 
pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah 
proses pemeriksaan perkara sejak awal  sampai putusan dijatuhkan pemeriksaannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, yang berarti pengadilan telah 
melaksanakan dan menegakkan ideologi yang dicita-citakan oleh negara hukum dan 
masyarakat yang  demokratis.
Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan 
perkara  berkaitan  dengan azas Nebis in idem.” Sehubungan dengan banyaknya  
laporan mengenai perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta 
mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat  Judex Factie sampai dengan 
tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sungguh 
dari seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama  mengenai  masalah tersebut1. Agar  
asaz “Nebis In Idem” dapat dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari 
                                                          
1Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan  Agama Dan Mahkamah Syar’iyah ( 
Cet. III;Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h 129
2keadilan2. Dengan menghindari adanya putusan yang berbeda proses di pengadilan 
yang sama, maka panitera harus cermat memeriksa berkas perkara laporannya kepada 
Ketua Pengadilan Agama sehingga tidak terdapat perkara serupa yang telah diputus 
dimasa lalu”. 
Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai 
keadaan tersebut, majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi 
maupun pada pokok perkara mengenai perkara  serupa  yang pernah diputus dimasa 
lalu. Bahwa putusan sela ( Interim Meascure) adalah merupakan putusan yang 
dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana 
maupun perkara perdata3. Eksepsi yang dibuat  biasanya memegang peranan penting 
untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemerikasaan pemeriksa perkara. 
terhadap adanya eksepsi hakim wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima 
atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim 
dalam hal adanya Eksepsi terdiri dari tiga macam yaitu : penetapan, putusansela 
danputusanakhir.
Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan 
berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili 
kemudian melimpahkannya kepada pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan 
lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan 
sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan 
                                                          
2Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5162/1/09e01993.Pdf (Tgl 15 juli 2010)
3Http://Www.Unej.Ac.Id/Fakultas/Hukum1/Hukum/Kuhper/Buku%20iv%20pembuktian.Rtf. 
(Tgl 15 juli 2010)
3berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut 
dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas Nebis In 
Idem. (Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2002 tentang Nebis In Idem).
Konsekuensi serta akibat hukum yang timbul terhadap masing-masing bentuk 
putusan sela diatas tentunya berbeda-beda. Dalam hal putusan sela dapat langsung 
mengajukan perkaranya ke Pengadilan yang ditetapkan berwenang mengadili. 
Sedangkan dalam hal putusan tersebut berbentuk putusan sela berisi penolakan 
terhadap eksepsi maka Hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan 
segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun jika putusan sela tersebut berbentuk 
putusan akhir, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan verzet, banding 
atau kasasi dilihat dari isi putusannya.Bahwa putusan sela adalah meruapakan suatu 
mekanisme dalam proses peradilan di Negara kita yang harus dijunjung tinggi 
keberadaansertafungsinya4. 
Ada juga suatu putusan sela yang merupakan putusan akhir dari perkara 
tersebut yang telah bersifat final5. Hal ini dapat terjadi jika ada penerimaan eksepsi 
dalam hal kewenangan menuntut gugur, serta lepas dari segala tuntutan, karena 
mengandung sengketa perdata. Bahwa dalam hal ini jika kemudian perkara tersebut 
dimajukan lagi maka berlaku nebis in idem. 
Adapun terhadap pendapat kalangan Akademisi yang mengatakan bahwa 
syarat yang harus dipenuhi dalam unsur nebis in idem adalah terdakwa telah dijatuhi 
                                                          
4 Sudikno Merto Kusumo, Bunga Rampai Ilmu hukum ( Cet.II; Yogyakarta: Prestasi Pustaka, 
2006), h 107
5 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu hukum ( Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1983),h 11   
4putusan berdasarkan pokok perkaranya yang isi putusannya berupa pemidanaan, 
bebas atau lepas dari segala tuntutan adalah kurang tepat atau kurang lengkap, karena 
sesungguhnya ada eksepsi yang belum menyangkut pokok perkara dan putusannya 
bersifat final serta dalam putusan tersebut berlaku asas nebis in idem, yaitu antara lain 
yang menyangkut eksepsi “kewenangan mengadili” (exseption of incompetency) baik 
absolut maupun relatif dan dalam eksepsi “kewenangan menuntut, gugur6”, yaitu;
1) Eksepsi judecate ( pasal 76 KUHP)
2)Eksepsiin tempores (pasal 78 KUHP)
Oleh karena itu putusan sela atas adanya eksepsi itu sangat perlu, dan hal 
tersebut merupakan mekanisme tersendiri bagi para pencari keadilan untuk 
mendapatkan keadilan dankepastian hukum. 
Jika ada suatu perkara yang ternyata berhenti karena adanya putusan sela yang 
mengabulkan eksepsi, dimana kriteria isi putusan sela telah memenuhi syarat 
diberlakukannya asas Nebis In Idem maka hal tersebut harus dipandang bahwa 
kepastian hukum terhadap perkara tersebut adalah sampai disitu. Kenyataan ini tidak 
perlu dihubungkan dengan telah dilanggarnya asas perlindungan kepentingan umum, 
yang terkesan membiarkan pelakunya bebas tanpa diajukan ke sidang pengadilan 
Proses di pengadilan yang berbeda, panitera pengadilan yang bersangkutan 
wajib melaporkan kepada ketua pengadilan bahwa perkara tersebut pernah diputus 
dan melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan untuk perkara yang 
bersangkutan berkaitan  dengan  asas “ Nebis  In Idem.” 
                                                          
6Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Penjelasannya (tt, t.tp, 1995) , h 
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5Proses  pengiriman ke Mahkamah Agung, pengadilan yang bersangkutan 
wajib melaporkan kepada  Mahkamah Agung tentang perkara yang berkaitan dengan 
asas “Nebis in idem.” Gugatan yang telah diajukan oleh penggugat sudah pernah 
diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-
pihak yang bersengketa juga sama orangnya. Apa yang menjadi sengketa adalah sama 
dengan yang telah  berkekuatan tetap ( BHT)7.
Terhadap hal ini pakar hukum berbeda pendapat, berpendapat menurut M. 
Sofyan Lubis, bahwa  Nebis in idem dalam hukum perdata tidak ada, yang ada hanya 
dalam hukum pidana8. Sementara  menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Nebis in 
idem dalam hukum perdata  tetap ada. Ini perlu karena  mengadili hal yang telah 
diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum 
dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masarakat. 
Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sudah ada putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap dan pasti yang sifatnya positif yakni menolak gugatan 
atau mengabulkan gugatan. Apabila sifat gugatan negatif misalnya gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima karena ada pihak yang diikutsertakan, maka Nebis In 
Idem tidak terjadi obyek perkara sama, subyek perkara sama, materi pokok perkara 
sama.
Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak lain 
dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada “ Nebis In Idem. Ada 
                                                          
7Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung,  No, 3 Tahun 2003.
8http://chinesejil.oxfordjournals.org/cgi/content/full/6/3/789.(Tgl 15 juli 2010)
6atau tidaknya asas Nebis InIdem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, 
melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh 
keputusan pengadilan agama yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti 
serta alasanya adalah sama karena gugatanya dinyatakan tidak diterima oleh karena  
tidak memenuhi persyaratan formil,  maka gugatan masih bisa diajukan satu kali 
lagi9.
Pasal 1917 KUH Perdata:
Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
Sebagaimana bunyi pasal di atas maka, untuk dapat menggunakan kekuatan 
itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; 
dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam 
hubungan yang sama pula.mengatur  asas Nebis In Idem.  Contoh diantaranya asas-
asas hukum secara umum10, yaitu: 
1. Adi et alteram partem atau audiatur et altera pars : bahwa perkara 
pihak harus didengar 
2. Bis de eadem re ne sit acto atau Ne bis in idem: mengenai perkara 
yang sama dan jenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya
3. Cogitationis poenam nemo patitur : tiada seorangpun dapat dihukum 
oleh sebab apa yang dopikirkannya 
                                                          
9 Ibid.
10http://gilangkurnia.blogspot.com/2010/04/asas-asas-hukum.html (Tgl 15 juli 2010)
74. Erare humanum est, turpe in errore perseverare: Membuat kekeliruan 
itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus 
kekeliruan
5. Geen straf zonder schuld: Tiada hukuman tanpa kesalahan
6. Hodi mihi cras tibi: Ketimpangan atau ketidak adilan yang menyentuh 
perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat
7. Indubio pro reo: Dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang 
paling menguntungkan bagi siterdakwa
8. Juro suo uti nemo cogitur: Tak ada seorangpun yang diwajibkan 
menggunakan haknya.
9. Koop breekt geen huur: Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa
10. . Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta: Undang-
undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian
11. Lex niminem cogit ad impossibilia: Undang-undang tidak memaksa 
seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin
12. Lex posteriorderogat legi priori atau lex posterior derogat legi 
anteriori : Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan 
undang-undang yang lama.
13. Lex specialis derogat legi generali : Undang-undang yang lebih tinggi 
mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya
14. Melius est acciepere quam facere injuriam: Lebih baik mengalami 
ketidak adilan daripada melakukan ketidak adilan
815. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet : Tak seorangpun 
dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki
16. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali : Tiada suatu 
perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana 
dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan 
itu
17. Opinio necessitates : Keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah 
perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan
18. Presumption of innocence : Asas praduga tak bersalah. Bahwa 
seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang 
menyatakan ia bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (penjelasan UU No 8/1981 tentang KUAP butir 
3 c)
19. Similia similibus : Dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal 
sama pula, tidak pilih kasih
20. Testimonium de auditu : Kesaksian dapat didengar dari orang lain
21. Unus testis nullus testis: Satu saksi bukanlah saksi
22. Vox populi vox dei : Suara rakyat adalah suara tuhan
Menurut asas ini terhadap satu perkara yang telah diputus, dan putusan  telah 
berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya. Agar 
terbinanya kepastian hukum yang lebih jelas sejauh mana asas Nebis In Idem, 
sebaiknya hakim memasukkan hal itu dalam pertimbangan atau dalam amar putusan  
9yang berbunyi : menyatakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, dalam 
putusan  melekat Nebis In Idem kepada setiap anggota kelompok tanpa memerlukan 
pernyataan penerimaan kecuali pada anggota yang telah menyampaikan pernyataan 
keluar tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan11.    
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk menghindari adanya 
pembahasan yang terlalu luas, maka penulis perlu merinci pokok masalah yaitu: 
Bagaimana Proses Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azas  Ne bis In Idem 
pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa. Kemudian masalah pokok tersebut  
dapat diperoleh  dua sub masalah yaitu:   
1. Bagaiman   kriteria perkara yang dapat dianggap  Nebis In Idem
2. Bagaimana putusan yang dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem
C. Defenisi Operasional 
Adapun judul skripsi ini adalah “Proses penanganan Perkara Berkaitan 
dengan Asas Nebis In Idem pada Pengadilan Agama Sungguminasa.” Selanjutnya 
kami akan mencoba memaparkan beberapa pengertian dari judul skripsi ini, agar jelas 
batasan masalah  yang akan kami bahas selanjutnya dan tidak menyimpang dari 
tujuan sebenarnya.
                                                          
11Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan  Agama Dan Mahkamah Syar’iyah 
op. cit., h.42. 
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Proses adalah pemeriksaan, perbuatan, atau langkah-langkah pertama yang 
dilakukan di dalam mencapai sesuatu12.
Perkara adalah adanya sengketa yang kemudian tidak dapat diselesaikan 
secara damai tanpa adanya konflik yang akan merugikan salah satu pihak13.
Nebis In Idem  adalah asas yang melarang seseorang untuk diadili dan 
dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.14
Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang menyelenggarakan 
penegakan hukum perdata tertentu bagi orang-orang Islam dibidang perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah 15. 
D. Tinjauan Pustaka
Dalam pembahasan skripsi ini: yang menjadi tinjauan pustaka adalah Proses 
Penanganan perkara berkaitan dengan asaz Nebis In Idem pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa selanjutnya masalah tersebut di atas merupakan suatu hal yang masih 
Obscur Libel (perkara yang disengketakan tidak jelas)  dan membingungkan. Saya 
sebagai penulis telah bertanya kepada salah satu hakim Pengadilan Agama 
                                                          
12 Andreas Halim, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (Cet. I : Surabaya:Fajar Mulya, 2007), h 
557     
13 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama(Cet.7:Yogyakarta, 2007), h 
57
14 Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Cet.7:Jakarta:Sinar 
Grafika,2002), h 104.
15Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (Cet I:Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2006), h I
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Sungguminasa, apakah di pengadilan tersebut pernah menerima perkara Nebis In 
Idem dan hakim itu menjawab sering kali mendapatkan perkara  Nebis In Idem.      
Nebis In Idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata 
maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa 
sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang 
sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang 
mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya16. 
Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan 
tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk Nebis In 
Idem. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung 
Nebis In Idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard). 
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. 
Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak 
memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan 
termasuk Ne Bis In Idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian 
halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu 
kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau 
membebaskannya. 
Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, 
agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian 
hukum. Dengan dasar Nebis In Idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan 
                                                          
16 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, op. cit., h. 46
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dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan Nebis In Idem. 
Sebuah perkara yang Nebis In Idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang 
hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima17.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sebagai sebuah karya ilmiah yang kemudian mampu dipertanggung 
jawabkan, maka penulis melalui masalah yang akan dibahas di dalam skripsi itu 
nantinya wajib untuk mengadakan suatu penelitian. Agar apa yang dibahas dalam 
skripsi ini nantinya memberikan manfaat atau paling tidak dapat membantu 
pemerintah dan masyarakat pencari keadilan. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian  
ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam menangani perkara 
Nebis In idem.
b. Untuk mengemukakan pentingnya penerapan asaz Nebis In Idem dalam 
hukum acara perdata dan agar supaya masyarakat dapat mengetahui 
bahwa perkara yang telah di putus tidak dapat lagi di ajukan untuk kedua 
kalinya .
c. Untuk mengetahui secara jelas putusan hakim yang bagaimana yang dapat 
dikategorikan sebagai Nebis in idem dalam hukum perdata.    
                                                          
17 Prof. Dr. Zainuddin Ali, Sosioligi Hukum ( Jakarta Press: 2009) h 16. http// sosiologi 
hukum. Blogspot Html ( minggu, 12 juli 2009).( 26 februari 2010)
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2. Kegunaan Penelitian :
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
a. Sebagai masukan dan bahan informasi kepada pemerintah dalam 
menentukan arah kebijakan terhadap penerapan asas nebis in idem agar 
tidak terjadi pengulangan perkara yang sama di tingkat pengadilan  
b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan  
penelitian lanjutan pada objek yang sama.
c. Bagi aparat penegak hukum agar dapat mengetahui, memeriksa, memutus, 




A. Pengertian  Asas  Nebis In Idem 
1. Pengertian Asas Nebis in Idem
Ketentuan hukum mengenai asas Nebis In Idem dalam hukum perdata di 
Indonesia di atur dalam pasal 1917 KUH  perdata  dalam prinsipnya  ini mengandung 
pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama  
dan materi pokok perkara yang sama  yang diputus oleh pengadilan  yang telah 
berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa 
untuk kedua kalinya. Memang prinsip ini semata-mata  melindungi hak asasi manusia 
seseorang, agar  tidak  diadili  untuk perkara yang sama  danmengedepankan 
kepastian hukum18.
Maksud dari asas  Nebis In Idem adalah seseorang tidak  boleh  diadili atau 
dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas sebuah perbuatan yang dilakukannya. 
Adapun dasar pertimbanganya  mengapa  seseorang tidak  boleh diadili atau dijatuhi 
putusan  lebih dari satu kali atas suatu perbuatannya, disebabkan dia akan sangat di 
rugikan dan terhadapnya  tidak diberikan jaminan kepastian hukum. Inti dari pada  
Nebis In Idem adalah suatu perkara yang sebelumnya  telah pernah diputus oleh 
hakim tidak boleh melakukan penuntutan dan persidangan kembali dengan perkara 
yang sama dan subjek yang sama , dimana putusan sebelumnya sudah tidak bisa 
dirubah lagi serta telah mempunyai kekuatan hukm tetap. 
                                                          
18Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa (Cet. ll; Bandung: 
Refika Aditama,2003), h 69 
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Pengertian dari suatu putusan yang “ Inkracht Van Gewijsde”  bahwa putusan 
tersebut  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan  tersebut 
dimungkinkan  lagi ada upaya hukum . Hal ini merupakan inplementasi  dari asas 
praduga tak bersalah “ Presumption Of  Innocence” , artinya bagi seseorang  yang 
dihadapkan di depan persidangan  pada dasarnya  tidak dianggap bersalah terlebih 
dahulu sebelum dipersidangkan dinyatakan  telah terbukti  bersalah dan putusan 
hakim tersebut telah memperoleh  kekuatan hukum tetap. Nebis In Idem secara 
harfiah  diterjemahkan dari bahasa latin  “ tidak dua kali untuk “  yang  sama tidak 
ada tindakan hukum yang dapat dilembagakan dua kali untuk  penyebab yang sama 
tindakan .  
B. Peraturan Yang  Berkaitan dengan Asas  Nebis In Idem
Adapun  peraturan  yang berkaitan dengan asas Nebis in idem dapat kita lihat 
pada surat edaran  Mahkamah Agung  No. 3 Tahun 2002 :
Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara 
dengan objek dan subjek yang  sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan 
hukum tetap, baik dari tingkat  judex pactie sampai dengan tingkat kasasi baik dari 
lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, dan pengadilan Tata Usaha Negara, 
maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sunguh dari 
seluruh Ketua Pengadilan Tingkat pertama mengenai hal tersebut19.
Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1917 :
Kekuatan suatu putusan hakim yang telah  memperoleh kekuatan hukum yang 
pasti, hanya mengenai pokok perkara  yang bersangkutan  untuk dapat menggunakan 
kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama  tuntutan harus di dasarkan pada alasan 
yang sama, dan harus diajukan oleh pihak  yang sama  dan terhadap pihak-pihak  
yang  sama  dalam hubungan yang sama pula .20
                                                          
19 Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, op. cit., h 129
20 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet. VIII;Jakarta: Sinar 
Grafika,2007), h 473
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Suatu putusan itu terdiri dari bagian yang merupakan dasar dari putusan dan 
bagian yang merupakan putusan itu sendiri atau lezim disebut sebagai amar 
Dalam kitab Undang-undang  Hukum Pidana  pada pasal 76 ayat (1) ,(2) Bab 
VIII :
Tentang  gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya  hukuman dalam 
pasal ini  diletakkan sebuah dasar hukum  yang biasa di sebut  Nebis In Idem yang 
artinya orang tidak dapat dituntut sekali lagi, lantaran peristiwa / perbuatan yang 
baginya telah diputuskan  oleh hakim. Berlakunya dasar  Nebis In Idem itu 
digantungkan kepada  hal bahwa terhadap seseorang itu juga menggenai peristiwa  
yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim  dengan hukuman  yang tidak dapat 
diubah lagi ( putusan sudah berkekuatan hukum tetap).21
C. Kedudukan  Asas  Nebis In Idem dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
Dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum, pada prinsipnya  
kemandirian penegak hukum  mutlak dilakukan. Melihat kekeuasaan yang begitu 
besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan, maka sudah barang tentu  seorang
hakim diharapkan dapat melahirkan  putusan yang tidak bertentangan  dengan rasa 
keadilan . Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan.
Adanya kepastian hukum  berarti dengan adanya hukum  setiap orang 
mengetahui  yang mana  dan seberapa haknya dan kewajibannya, memang dalam 
prinsip yang terkandung  dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun  2002 
lebih mengedepankan  kepastian hukum, dan semata-mata melindungi hak asasi 
manusia seseorang  yang terdapat dalam Undang-undang  R.I No. 39 Tahun 1999 
Tentang hak asasi manusia dalam bab II tentang asas-asas dasar, pasal 2 berbunyi: 
Negara republik Indonesia mengakui dan menjungjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia secara kodrati melekat pada dan tidak 
                                                          
21 Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP (Cet VIII; Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), 
h 67 
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terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, dan kecerdasan dan 
keterampilan” 22
Juga di dalamnya mengatur hak hidup, hak berkeluarga , melanjutkan 
keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas  rasa aman. Dari Undang-
undang R.I No. 39  Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalamnya terdapat hak 
memperoleh keadilan yang berkenaan dengan asas Nebis In Idem. Prinsip bahwa 
seseorang tidak harus dituntut lebih dari sekali  untuk melakukan kejahatan yang 
sama,  untuk melindungi individu  terhadap sewenang-wenang  kekuasaan  Negara  
dan untuk mencegah  Negara dari menuntut seseorang  untuk pelanggaran yang sama. 
Banyaknya sorotan serta kritikan yang dilontarkan berbagai, pihak memang 
bukan tanpa alasan. Melihat posisi hakim  yang mempunyai kekuasaan yang begitu 
besar bukan tidak mungkin diselewengkan oleh para hakim namun tidak berarti 
bahwa banyaknya sorotan serta kritikan terhadap peradilan terutama terhadap hakim, 
maka kekuasaan dan kebebasan hakim harus terbelenggu sebab seorang hakim harus 
dituntut untuk setiap saat menemukan hukum bagi setiap perkara yang diajukan 
kepadanya .
Ajaran trias politika23 mengamanatkan bahwa kekuasaan negara 
didistribusikan  menjadi tiga : legislatif, eksekutif, dan yudikatif  Indonesia  
didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselengaranya 
Negara hukum, di samping itu ada juga teori hukum. Menurut teori hukum dapat 
tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi materi hukum , aparat atau penegak 
                                                          
22 Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
23 Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiolog Hukum (Jakarta : Raja Grafindo, 2003) , h 35 
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hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu 
dapat di lihat dari cakupan segi materi hukum.
Teori lainnya adalah teori kesadaran hukum dengan menyatakan bahwa dalam 
kesadaran hukum terdapat empat indicator.Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 
penilaian dan sikap terhadap hukum.24 Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-
mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, akan tetapi penegakan 
hukum merupakan kegaiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai  yang 
terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai 
untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamain pergaulan hidup. 
Oleh karena itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang 
berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 
dan sikap  tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan  keadilan. Menurut 
Soejdono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan 
manusia bias senantiasa bertentangan satu dengan yang lain25. Maka tujuan hukum 
adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan manusia itu
bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati  apa yang menjadi haknya, 
kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan mendapatkan 
kebahagian hidup lahir dan batin dan sebagainya.
Menurut Van Apeldroon bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan 
hidup secara damai, maksudnya  hukum menghendaki perdamain, yang semuanya 
                                                          
24 Harifin A. Tumpa, Majalah Hukum Varia Peradilan ( Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim 
Indonesia, 2009), h 61 
25 Iwayan Partiana, Hukum Pidana Internasional ( Cet. III; Bandung: Yrama Widya,2006),h 
26 
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bermuara kepada suasana damai sedangkan menurut Roscoe Pound mengatakan 
tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat ( law is tool of social 
engineering ).                                                    
Teori kepastian hukum juga menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin 
kepastian hukum dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang 
dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu terhimpun dua tugas lain: hukum harus 
menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna, akibatnya kadang-kadang 
yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. 
Ada dua macampengertian  kepastian hukum “yaitu kepastian  hukum” 
kepastian karena dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum 
undang-undang  tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat 
berdasarkan kenyataan hukum. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan 
kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban26. Asas hukum  
norma yang dijabarkan dari hukum positif  dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap  
berasal dari aturan-aturan yang yang lebih umum, dan bahwa asas hukum itu 
merupakan pengendapan hukum positif  dalam suatu masyarakat        
Dalam berbagai hal, lembaga pengadilan terkadang hanya diidentikkan 
dengan hakim sehingga ketika berbicara tentang lembaga pengadilan siklus 
pembicaraanya hanya terbatas pada hakim. Pada hal lembaga pengadilan merupan 
sebuah sistem yang terbagi kedalam beberapa bagian  atau unsur-unsur yang saling 
terkait dan tidak terpisahkan. Di dalam pengadilan terdapat organisasi, tata kerja 
aktivitas, proses yang dijalankan fungsionaris, serta keputusan sebagai hasil dari 
bekejanya  keseluruhan lembaga-lembaga pengadilan      
                                                          
26  Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia ( Cet. I;Bandung 
: Remaja Rosda Karya, 1997), h 82  
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D. Pentingnya Asas  Nebis In Idem
Pentingnya  asasNebis In Idem adalah adanya jaminan kepastian hukum  
seseorang dalam melakukuan  suatu perbuatan. Kepastian hukum  berarti bahwa  
dengan adanya hukum  setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya  dan 
kewajibanya. Kegunaanya ialah  terciptanya ketertiban  dan ketentraman  dalam 
kehidupan masyarakat  karena adannya hukum tertib , sedangkan keadilan 
dimaksudkan setiap orang  tidak akan merasa dirugikan kepentinganya  dalam batas-
batas yang layak .27
. Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam 
menegakkan hukum ada 3 ( tiga) hal  yang perlu diperhatikan28 yaitu:  
(1) Kepastian hukum ;
(2) Kemanfaatan ;
(3) Keadilan. 
Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau 
kegunaannya,sebab justru hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat  karena 
pelaksanaan dan penegakan hukum harus  manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai 
terjadi pelanggaran  dan penegakan hukum yang  merugikan  masyarakat, yang pada 
akhirnya menimbulkan keresahan pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus 
mencapai keadilan. Karenanya peraturan hukum hukum yang bersifat umum dan 
mengikat setiap orang, penerapanya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan 
                                                          
27  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ( Cet.II; Sinar 
Grafika, 2005), h 417  
28 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Cet.IV 
;Jakarta: Sinar Grafika,2007), h 152  
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keadaan  yang terdapat dalam setiap perkara. Hukum  yang dilaksanakan dan 
ditegakkan  haruslah  hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan29. 
Hakim dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatiakan 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.Putusan itu harus adil, harus 
mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu pula harus pula mengandung 
kemanfaatan hukum. Penerapan terciptanya  kepastian hukum  dalam suatu perkara 
perdata dan untuk menciptakan rasa ketentraman dalam masyarakat serta bagi 
seseorang tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus dalam perkara 
yang sama. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang  baik 
putusan lainnya  adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberiakan oleh 
Undang-undang terhadap seseorang  yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan 
bukti yang kuat telah melakukan perbuatan .
Penerapan asas Nebis In Idem mempunyai  suatu tujuan tertentu. Adapun  
yang merupakan  tujuan dari asas Nebis In Idem30 adalah:
1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang 
peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa 
putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat 
terhadap   pemerintahnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah  
orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya  
penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus. 
                                                          
29 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata (Cet.III; Jakarta, Kencana: 2005), h 159  
30 Yusri Probowo Rahayu,  Di Balik Putusan Hakim ( Cet. II; Jakarta: Media Citra,2005),h 38   
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Dengan demikian jelas bahwa tujuan Nebis In Idem adalah untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap diri seseorang  agar tidak dapat dituntut dan 
disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama  dan yang sebelumnya telah pernah 
di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang 
memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya  yang pada akhirnya 
menimbulkan beberapa putusan yang  berbeda-beda 31.         
Telah  diketengahkan bahwa pada asasnya putusan hakim  hanyalah mengikat 
para pihak  yang dimaksudkan dengan pihak bukanlah  hanya penggugat dan tergugat 
saja, tetapi  juga pihak ketiga yang  ikut serta dalam suatu sengketa, baik dengan jalan 
interventie maupun pembebasan ( Vrijwaring), atau mereka yang diwakili dalam 
proses.32Artinya  orang tidak bisa dituntut sekali lagi lantaran suatu perbuatan yang 
baginya telah diputus oleh hakim  jadi asas Nebis In Idem merupakan penegakan 
hukum bagi terciptanya sebuah kepastian hukum pentingnya perlindungan  dari 
kepastian hukum mendapatkan  perhatian yang sangat serius, yakni bentuk 
perlindungan yang diberikan mengalami perluasan.  Apalagi dituntut kedua kalinya  
dalam perkara yang sama  perlu juga mendapatkan  perlindungan terhadap 
penyalahgunaan ( abuse of power ) di pengadilan masalah keadilan dan hak asasi 
manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum memang bukan pekerjaan yang 
sederhana untuk direalisasikan33. Banyak peristiiwa  dalam kehidupan masyarakat  
menunjukkan bahwa  kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang sangat 
                                                          
31Ibid, h.9
32 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ( Cet. I; Yogyakarta,Liberty: 
1993), h 180. 
33 Dikdik M. Arief Mansur, Perlindungan Korban Kejahatan  Antara Norma dan Realita
(Cet. III; Jakarta, Raja Grapindo, 2007), h 24    
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serius pada hal sangat jelas dalam pancasila, sebagai falsafah  hidup bangsa Indonesia  
masalah perikemanusain dan perikeadilan  mendapat tempat yang sangat penting 
sebagai perwujudan  dari sila kemanusian  yang adil dan beradab serta sila keadilan 





Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam 
terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar 
belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi 
di dalamnya34. 
1. Metode Pendekatan 35
a. Pendekatan yuridis  yaitu: suatu pendekatan dengan jalan melihat 
peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku, di pengadilan agama 
yang menyangkut permasalahan Nebis In Idem. Dalam surat edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002
b. Pendekatan Syari’ah digunakan untuk menganalisa pokok 
permasalahan dalam tinjaun secara Syari’ah. 
c. Sosiologis  dengan melihat berbagai unsur sosial budaya yang hidup 
dalam masyarakat setempat 
                                                          
34 Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, Pedoman Penulisan Karya ilmiah, Makalah, Skripsi, 
Tesis dan Disertasi (Cet. II; Makassar, Alauddin Pres, 2009), h. 11
35Ibid., h. 12 
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2. Metode Pengumpulan Data36
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi 
adalah:
a. Library Research, yaitu metode yang digunakan dengan jalan 
membaca dan menganalisa data dari berbagai literatur  yang berkaitan 
dengan judul skripsi ini.
b. Field Research, yaitu  pengumpulan data lapanga dengan cara 
melakukan observasi pada objek penelitian serta melakukan 
wawancara dengan Ketua. Hakim, dan pegawai Pengadilan Agama 
Sungguminasa guna mendapatkan yang dibutuhkan.
3. Metode Pengelolaan Dan Analisa Data.
Untuk mengelolah data yang telah diperoleh lewat kedua pengumpulan data 
tersebut di atas maka pengelolaan dan analisa data yang digunakan37  adalah:
a. Metode Induktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan khusus dari data-data yang bersifat umum.
b. Metode Deduktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan umum dari data-data yang bersifat khusus.penelitian 
adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. 
Metode-metode ini mencakup, metode pendekatan, metode pengumpulan 
data, dan metode analisis data. Dalam hal ini penulis akan mengurai satu persatu 
metode di atas sebagai berikut:  





a. Penelitian deskriktif:  adalah  penelitian ini  bermaksud mengungkap suatu 
masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan penelitian penilaian 
secara menyeluruh, meluas dan mendalam  dari sudut pandang yang 
relevan   yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih tanpa 
membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain berusaha 
memberikan  dengan sistematis dan cermat dan fakta-fakta aktual dan sifat 
populasi tertentu. 
Mempelajari masalah dalam masyarakat , tata cara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandang, proses yang berlangsung 
pengaruh dari situasi fenomena pengukuran yang cermat  tentang 
fenomena dalam masyarakat39. Tujuan dari penelitian deskrktif  adalah 
menghasilkan gambaran akurat  tentang sebuah kelompok 
menggamnbarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, menciptakan  
seperangkat kategori dan mengklasifikasikan, sujek penelitian, 
menjelaskan seperangkat  kategori dan mengklasifikasikan subjek 
penelitian serta untuk  menyimpan informasi bersifat kontradiktif 
mengenai subjek penelitian.    
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39 A. Aziz Alimut Hidayat, Metode Penelitian Teknik Analisis Data ( Cet. II; Jakarta: Salemba 
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Ciri-ciri penelitian deskriktif40: 
1. Membuat pencandraan mengenai situasi atau kejadian 
2. Mencakup segala bentuk penelitian kecuali penelitian historis dan 
eksperimental
3. Sering disebut sebagai penelitian survey karena bertujuan untuk:
a. Mencari informasi faktual yang mendetail dan mencandra gejala 
yang ada 
b. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk  mendapatkan 
justifikasi keadaan praktik-praktik yang sedang berlangsung
c. Membuat komparansi dan evaluasi 
d. Mengethui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani 
masalah  atau situasi yang sama. 
b. Penelitian exploratif  adalah  jenis penelitian yang betujuan untuk 
menemukan sesuatu yang baru dalam  bidang tertentu berupa 
pengelompokan  suatu gejala dan fakta ,terbuka  mencari-cari pengetahuan 
peneliti  tentang masalah  masih terbatas.41  Jenis penelitian yang tujuanya  
untuk memberikan sedikit defenisi atau penjelasan mengenai konsep  atau 
pola yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini  belum memiliki 
gambaran akan defenisi atau konsep  penelitia42n. Peneliti akan 
mengajukan  untuk  menggali informasi lebih jauh  sifat dari penelitian ini  
                                                          
40 Ibid.
41 Nursalam, Konsep dan  Penerapan Metodologi Penelitian (Cet III; Jakarta: Salemba 
Medika, 2008), h 118      
42Ibid
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adalah : kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting  
sebagai sumber informasi. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk  menjadikan topik  baru lebih 
dikenal oleh masyarat luas, memberikan gambaran dasar mengenai  topi 
bahasaan, menggeneralisasi  gagasan dan mengembangkan teori  yang 
bersifat tentativ, membuka kemungkinan  akan diadakan penelitian 
lanjutan terhadap topik yang akan dibahas. Serta menentukan  tehnik dan 
arah  yang akan digunakan  dalam penelitian berikutnya.43 Penelitian 
eksploratif antara lain ditujukan untuk:
a. Memuaskan keingintahuan peneliti demi memperoleh  pengertian 
yang lebih baik 
b. Menguji  kemungkinan dilakukannya study yang lebih mendalam 
c. Mengembangkan metode-metode yang akan diterapkan dalam 
studi  yang lebih mendalam  
c. Jenis penelitian verifikatif  ini bertujuan untuk menguji suatu kebenaran 
suatu fenomena. 
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A. Landasan  Filosofis 
Landasan filosofis dari lahirnya asas nebis ini idem adalah adanya jaminan  
kepastian hukum seseorang dalam melakukan  suatau perbuatan. Kepastian hukum  
bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa 
haknya dan kewajibanya. Kegunaanya adalah terciptanya ketertiban dan ketentraman  
kehidupan masyarakat  karena adanya hukum tertib ( rechtsorde), sedangkan dengan 
keadilan dimaksudkan setiap orang  tidak akan merasa diragukan kepentingannya  
dalam batas-batas yang layak44.
Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum 
memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya  dengan 
meletakkan kepastian hukum sebagai asas penegakan di dalam hukum berdasarkan 
kaedah hukum,bahwa penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya. 
Pelaksanaan hukum dalam sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena  
apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. 
Ketertiban dan ketentraman  hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau 
dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan kalau tidak, peraturan 
hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam 
kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati dengan 
sendirinya. 
                                                          
44Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Teori dan hukum Konsttitusi ( Cet. V;Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2005), h 76
30
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung masyarakat  secara normal karena tiap-
tiap individu menaati dengan kesadaran. J.j. Rousseau dalam bukunya yang berjudul 
du contract socialmengatakan  manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-
haknya sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat)45. 
Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan 
sah bukan hanya dalam keputusan ( peraturan) melainkan juga  dalam pelaksanaanya 
sesuai dengan hukum , dengan kata lain hukum harus harus sesuai  dengan ideologi  
bangsa dan sekaligus  sebagai pengayom rakyat.
Pelaksanaan hukum dapat  berlangsung dalam masyarakat normal karena tiap-
tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang  ditentukan oleh hukum 
tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya, 
pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhtikan kemanfaatannya atau 
kegunaanya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan 
masyarakat (manusia), karenanya pelaksanaan dan penegakan  hukum harus memberi
manfaat bagi masyarakat, jangan sampai terjadi pelanggaran dan penegakan hukum 
yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan  karenanya 
peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap  orang, penerapanya harus 
mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan  yang  terdapat dalam setiap kasus. 
Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-
nilai keadilan.
Landasan filosofis dari asas Nebis In Idem adalah pada mazhab/ aliran 
positivisme atau yang disebut aliran legisme, aliran ini menerangkan bahwa  di luar 
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undang-undang  tiada hukum, hanya undang-undang yang menjadi sumber hukum 
satu-satunya hukum identik dengan undang-undang hakim di dalam melakukan 
tugasnya terikat pada undang-undang sehingga pekerjaanya melakukan pelaksanaan 
undang-undang belaka (wets toe passing), dengan jalan pembentukan hukum menurut 
aliran ini mengenai hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang46. 
Aliran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan undang-undang 
sebagai hukum termasuk penyelesaian berbagai permasalahan sosial akan segera 
terselesaikan.47 Ungkapan nullum delictum nulla poena sine prae via lege
menganjurkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang  dalam 
peraturan bukan hanya macam  pidana yang diancamkan. Asas legalitas mengandung 
tiga pengertian yaitu:
1. Tidak ada perbuatan yand dilarang  atau diancam dengan pidana kalau hal 
itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-
undangan.
2. Untuk menetukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan 
analogi ( qiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut     
       Kita mengetahui  bahwa Montesquieu dalam trias politicas  itu bertujuan 
melindungi kemerdekaan individu terhadap kesewenang-wenangan dari pihak 
pemerintah Negara. 48
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47 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum ( Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h 
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48 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia ( Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 27
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B. Landasan Yuridis  
Landasan yuridis biasanya diartikan suatu bentuk perundang-undangan  yang 
tertinggi ( UUD 1945) sampai dengan  peraturan perundangan yang paling rendah  
atau paling bawah disebut  sebagai hierarki perundang-undangan yang berkenaan 
dengan asas nebis in idem .
Landasan yuridis asas nebis in idem49adalah :
1. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  No. 3 Tahun 2002 yang berbunyi:
Sehubungan banyaknya laporan mengenai pengulangan  perkara dengan objek 
dan subjek dan subjek yang sama dan telah diputus  serta mempunyai kekuatan 
hukum  tetap baik dari tingkat  judex factie sampai dengan tingkat kasasi  baik dari  
lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, 
maka dengan ini  Mahkamah Agung  meminta perhatian  sungguh-sungguh dari 
seluruh ketua pengadilan Tingkat  Pertama mengenai masalah tersebut. Agarnebis in 
idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian  bagi pencari keadilan  dengan 
menghindari  adanya putusan yang berbeda50, maka :
1. Proses di Pengadilan yang sama
a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkaradan melaporkan 
kepada ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa  yang 
telah diputus di masa lalu
b. Ketua  Pengadilan  wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim 
menggenai hal tersebut
                                                          
49 Fauzan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama, op. cit., h 130
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c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan 
eksepsi maupun pada pokok perkara  mengenai perkara serupa 
yang pernah diputus di masa lalu
II. Proses di Pengadilan  yang berbeda lingkungan 
a. Panitera Pengadilan yang bersanngkutan wajib memberitahukan  
kepada pengadilan  di mana perkara tersebuut pernah diputus
b. Melaporkan  kepada Ketua  Pengadilan  yang bersangkutan adanya 
perkara yang berkaitan dengan nebis in  idem
III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung
Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung  
tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Dalam kitab 
Undang-undang  hukum perdata dalam pasal 1917  yang berbunyi:
Kekuatan  suatu putusan hakim  yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang pasti , hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal  yang harus dituntut harus sama, 
tintutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang 
sama dalam hubungan yang sama. Menurut bentuknya maka suatu putusan hakim 
adalah suatu penutup dari seorang Hakim dalam suatu proses, sedangkan menurut 
isinya maka suatu putusan hakim terdiri dari serangkaian51 putusan-putusan:
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a) Mengenai satu hubungan hukum
b) Mengenai ada tidaknya kewajiban-kewajiban para pihak sebagai 
akibat dari hubungan tersebut dan menentukan sekali hukuman atau 
pembebasannya
c) Yang atas dasar suatu keadaan hukum sebelumnya menimbulkan 
hukum baru. 
Dari berbagai putusan tersebut kita dapat membeda-bedakan putusan      
Declaratief: yang menetapkan adanya suatu hubungan hukum antara pihak  
atauCondemnatoir: yang mengikat kewajiban hukum sebagai akibat dari hubungan 
hukum tersebut, atau Constitutief: yang menciptakan suatu keadaan hukum baru.52
Jadi suatu putusan hakim menimbulkan  selain hak executie juga berbagai 
akibat hukum, akan tetapi salah satu dari pada akibat hukum tersebut adalah jika 
kemudian timbul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan 
suatu putusan declaratief  maka pihak adalah terikat pada isi dari pada putusan itu. 
Kemampuan mengikat para pihak dikemudian hari dari  putusann tersebut 
itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim ( gezag van gewijsde atau auctoritas rei 
iudicatae, juga disebut res iudicate pro veritatae habitur)53. Kemampuan tersebut 
sebenarnya meliputi semua akibat hukum akan tetapi oleh karena akibat hukum lain 
dapat diterobos oleh upaya  hukum biasa sehingga akibat-akibat hukum tersebut baru 
dapat dilaksanakan setelah kemungkinan menggunakan upaya hukum biasa sehingga 
akibat-akibat hukum tersebut baru dapat dilaksanakan setelah kemungkinan 
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menggunakan upaya tersebut berakhir maka kita membedakan putusan yang belum 
menjadi tetap ( vonis), putusan yang menjadi tetap ( vonis in kracht van gewijsde). 
Istilah vonis adalah juga “ gewijde”  maka untuk putusan yang telah menjadi 
tetap voorloping gewijsde.  Dasar hukum dari “kekuasaan putusan hakim” mulai di 
pikirkan sejak ilmu pengetahuan mempersoalkan apakah putusan hakim itu 
mempunyai kekuatan bukti oleh karena sesuatu putusan hakim terdiri dari putusan 
constitutief, dan putusan declaratief berkembanglah teori misalnya fiktif tentang 
kebenaran yang mengatakan bahwa setiap putusan yang disebut  dalam suatu putusan 
hakim adalah mengikat54.
Lalu ada teori yang mengatakan bahwa putusan hakim sebenarnya adalah 
hukum objektif, karena adanya dasar ia tidak berbeda dengan ketentuan perundang-
undangan, teori lain mengatakan bahwa demi kewibawaan hakim maka pekerjaan-
pekerjaan yang tidak perlu dilakukan harus dicegah, ada yang melihatnya dari 
kepastian hukum (para pihak itu sendiri/ hukum privaat ) maupun dari pihak Negara 
(hukum publik), apapun teori yang diajukan, bagaimanapun  pendapat para ahli 
sebagai suatu kenyataan bahwa kekuasan putusan hakim memang mempunyai dasar 
hukum.
Sejarah mengenai putusan hakim 
Dalam hukum romawi kuno kekuasaan putusan hakim tidak dikenal, apakah 
sesuatu putusan hakim itu mengikat ataukah mempunyai kekuatan bukti tidak 
dipersoalkan karena  beracara pada waktu itu belum murupakan hukum terulis. Para 
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pihak memberi kuasa pada seorang judex privatus( bukan pejabat atau ahli hukum) 
untuk mengadilii sengketa mereka dan berjanji akan tunduk pada putusannya55. 
Di zaman gaius di samping  res in iudictum deductae saja yang dipakai, 
sedangkan di zaman Corpus putusan hakim sajalah yang dapat menghapus hak 
menuntut seseorang56, yang berlaku untuk semua putusan  tanpa kecuali, jadi tidak
terbatas  lagi pada putusan hakim mengenai status hukum belaka
Dalam zaman abad-abad pertengahan orang menyangka  bahwa ajaran 
mengenai kekuasaan hakim yang mencegah terulangnya suatu proses sesudah ada 
sesuatu putusan dianggap hal yang ada hubungannya dengan kekuasaan putusan 
hakim. Isi dari suatu putusan yang sebelumnya  hanya dianggap benar  dalm zaman 
abad-abad pertengahan diberi arti juridis dengan memberikan suatu bukti  pada 
putusan hakim, kekuatan suatu bukti peutusan dengan demikian mempunyai kekuatan 
mengikat, pada kekuatan mengikat dari putusan hakim itu dikaitkan  akibat-akibat 
hukum tertentu     
Pilihan seorang hakim begitupun penentuan tugas dan kewajibannya 
dilakukan di depan seorang praetor in iur yang kemudian memberi izin pada para 
pihak untuk menuanngkan perjanjian, berhak membuat sesuatu putusan yang 
mengikat selama proses berjalan atau sesudah jatuhnya suatu putusan ( res iudicatae ) 
kekuatan bukti putusan-putusan hakim selain tentang status  hukum tidak diatur, 
diserahkan  sepenuhnya  pada penilain hakim, kekuatan tersebut dengan demikian  
hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis.57
                                                          
55 John Z. Loudoe, Beberapa aspek hukum dan materill ( Cet.I; Jakarta: Bina Aksara,1982), h 
223   
56Ibid.h, 224
57Ibid, h 224 
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c. Syarat Nebis In Idem 
Suatu perkara  yang dituntut   dan disidangkan kembali baru dapat  dinyatakan  
sebagai perkara  nebis in idem apabila telah memenuhi syarat tertentu58 yaitu:
1. Apa yang digugat  atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan 
2. Telah ada putusaan yang telah berkekkuatan hukum tetap dan bersifat 
positiif  seperti menolak gugatan  atau mmengabulkan 
3. Objek yang sama
4. Subjek sama
5. Materi pokok yang sama 
Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
.putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang 
diberi wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan  dan bertujuan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak59. 
Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-
matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan60.Sebaliknya dalam 
                                                          
58http://www.tanyahukum.com/perdata/34/pengajuan-kembali-perkara-perdata-yang-telah-
berkekuatan-hukum-dengan-objek-dan-pihak-yang-sama/.
59  M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata ( 
Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h 133   
60 Ibid. h, 137
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pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam 
penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil  vonis 
adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut 
interlocotoir yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan preparatoire yang 
diterjemahkan dengan keputusan sementara61. Dalam upaya menghindari timbulnya 
kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim sebelum memutus perkara di 
persidangan perlu memperhatikan pendekatan psikologi.
Putusan pengguran berdasarkan alasan formil, Mengenai pengguguran diatur 
dalam pasal 124 HIR yang berbunyi:
Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia 
di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya 
maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan 
tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi,sesudah membayar 
terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut  tadi62.        
Memperhatikan ketentuan di atas,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengguguran gugatan63 yaitu:  
1. Syarat pengguguran 
Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum  harus dipenuhi syarat 
sebagai berikut:  
a. Penggugat telah dipanggil secara patut 
Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan 
ketentuan undang-undan, untuk hadir atau menghadap pada hari 
tanggal siding yang ditentukan
                                                          
61 Ibid. h,134
62Ibid,  h.76 
63Ibid, h.80
39
b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ( unreasonable default )
Syarat yang kedua, peggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan 
yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Juga tidak menyuruh kuasa atau orang 
lainuntuk mewakilinya. Jika ketidak hadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidak 
hadiran penggugat dapat dijadikan  alasan untuk menggugurkan gugatan. 
Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
2. Pengguguran dilakukan  hakim
Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim  untuk menggugurkan 
gugatan, apabila terpenuhi syarat  dan alasan untuk itu. Dengan demikian 
kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan  dari pihak 
tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan 
pengguran. Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadiran 
pengugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada terguga, sebab 
ketidak hadiran itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena 
berbenturan dengan asas pemeriksaan.      
3. Rasio pengguguran gugatan 
Maksud utama pelembagaan pengguguran gugatan dalam tata tertib 
beracaraadalah sebagai berikut.
a. Sebagai hukuman kepada penggugat 
Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada 
penggugat atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau 
menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat 
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dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidak hadiran itu 
dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat  bahwa dia ttidak 
berkepentingan lagi dalam perkara tersebut64.
b. Membebaskan tergugat dari kesewenangan
Tujuan lain yang terkandung dalam pengguguran gugatan, 
membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan penggugat. 
Dianggap sangat tragis membolehkan pengugat berlarut-larut secara
berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan 
mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh 
terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan 
penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah65. Membiarkan hal itu 
berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril 
dan materil bagi tergugat.Menghadapi keadaan yang demikian sangat 
adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan 
jalan menggugurkan dimaksud66.
4.   Pengguguran pada sidang pertama 
Secara tersirat, makna kalimat jika pengugat tidak hadir 
mengangap persidangan yang ditentukan adalah hari siding pertama. 
Berdasarkan tata tertib relevansi  atau yang urgensi  panggilan adalah 
pada siding pertama karena proses siadang selanjutnya  tidak 
                                                          
64Ibid,h.83
65Ibid, h.78
66 Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdat ( Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009),h 116
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memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran 
sidang pengadilan. 
6.   Putusan penguguran  tidaknebis in idem
Perhatikan kembali ketentuan pasal 124 HIR. Di dalamnya 
terdapat kalimat  yang berbunyi :
”….akan  tetapi penggugat berhak memasukkan gugatanya sekali 
lagi,sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut.
Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut.
a. Putusan pengguran berdasarkan alasan formil67
1. Sebelum diperiksa pokok perkara.
2. Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan fpormil 
yaitu atas alasan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
3. Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan 
mengenai pokok perkara.
b. Putusan pengguran dijatuhkan secara sederhana68
Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat 
berpedoman kepada ketentuan pasal 176 Rv:
1. Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam siding secara 
sederhana
2. Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana 
mestinya 
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c. Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat69
Menurut pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum 
1. Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat
2. Pemberitahuan dilakukan oleh juru sits,sesuai dengan ketentuan  
pasal 390 HIR, dengan adanya pemberitahuan, menjadi dasar 
bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum 
d. Penggugat berhak mengajukan kembali
Dalam putusan tidak melekat unsur nebis in idem sehingga putusan tersebut 
tidak termasuk putusan yang disebut pasal 1917 KUH perdata. Oleh karena itu sangat 
tepat ketentuan pasal 124 HIR yang memberi hak kepada penggugat untuk 
mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya.
Permasalahan gugatan 
Di dalam hukum hukum acara perdata dikenal adanya tuntutan hak    
(burgelijke vordering) sebagai mana disebutkan di dalam :
Pasal 142 ayat ( 1 ) R.Bg 
Pasal 118 ayat ( 1 ) HIR
Yaitu suatu tuntutan yang mengandung sengketa atau lazimnya disebut 
dengan gugatan.70Tuntutan hak yang dimaksud menurut kenyataanya dalam praktek 
jika diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan harus memenuhi unsur-unsur71 dan 
syarat formal agar terhindar dari cacat.
                                                          
69Ibid., h,89
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Unsur-unsur tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut :
 Melampaui batas kewenangan, yakni:
 Kompetensi absolut ( kewenang mutlak)
 Kompetensi relatif (   kewenagan relative / nisbi)
Bentuk dan cara pengambilan  putusan pengadilan
Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang 
pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan 
terdakwa,pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai 
oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan 
Adapun bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan pasal 1 butir 
11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan 
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang  dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang, putusan pengadilan dapat 
digolongkan  dalam tiga macam72, yaitu sebagai berikut.       
1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum
Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang 
dijatuhkan terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Dalam putusan yang mengandung pembebasan yang berada dalam 
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status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan  seketika itu juga,  kecuali karena ada 
alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan73.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum       
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah 
putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata 
menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan.Dasar hukum jenis putusan ini pasal 
191 ayat (2)  KUHAP yang menyebutkan : 
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa  diputus lepas  dari segala tuntutan.74
Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal yang 
menghapuskan baik yang menyangkut perbuatan itu misalnya terdapat pada :
a. Pasal  44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya
b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa ( over macht)
c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri ( noodweer)
d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan 
undang-undang
e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah 
Hal yang menghapuskan pidana  yang terdapat pada pasal tersebut, oleh 
Soedirjo dikatakan sebagai hal  yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula 
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terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus 
dalam pasal tertentu dalam undang-undang.
Menurut P. A. F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan 
ataupun pelepasan dari segalah tuntutan hukum terdakwa maupun penuntut hukum 
terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding75, misalnya jika 
terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah 
melepaskan dirinya dari segalah tuntutan pada hal ia berpendapat, bahwa dirinya 
seharusnya terbebaskan dirinya dari pemidanaan. 
Dengan demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran 
terhadap peraturan, pendapat  Lamintang ini tampaknya berbeda dengan pendapat 
Karjadi dan Soesilo yang seolah-olah berpendapat bahwa terdakwa tidak berhak 
meminta banding ke pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari 
segalah penuntutan hukum.         
3. Putusan yang mengandung pemidanaan 
Jenis putusan pengadilan adalah putusan yang membebankan suatu pidana 
kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu  
dasar putusan ini adalah pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : 
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakkan kepadanya, maka pengadilan menjatuhukan pidana
Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya alat bukti dan 
hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasakan atas alat bukti yang ada, dan 
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dengan adanya dua alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti  dan 
keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana terbukti.       
Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat 
positif 76  terhadap peristiwa yang dilakukan dapat berupa :
a. Pemidanaan ( sentencing)
Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang
peristiwa yang dilakukanya, dan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang 
dilakukan.
b.  Putusana pembebasan ( vrijspraak)
Dalam putusan seperti ini,  perisrtiwa pidana yang didakwakan kepada diri 
terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan .
Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan dapat dinyatakan nebis in idem 
adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi 
tidak semua putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang sama dan dapat 
disidangkan kembali sebagai perkara . Oleh karena itu sekiranya putusan yang 
dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara bukan berdasarkan putusan yang positif, 
maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat Nebis In Idem. Putusan berkekuatan 
hukum  tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah 
memenuhi unsur  Nebis In Idem
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C. Penanganan Perkara Nebis In Idem
Penanganan terhadap perkara yang berkaitan dengan azas nebis ini idem pada 
dasarnya adalah sama dengan perkara yang biasa. Tetapi perkara nebis in idem 
terkadang pula lolos dari perhatian pejabat peradilan yang menerima perkara 
tersebut.Sehubungan dengan banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat 
mengenai banyaknya perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem77.Perkara 
yang seharusnya tidak dapat ditangani lagi tetapi karena kekeliruan pejabat yang 
berwenang maka perkara tersebut kembali ditangani.Hal ini membuat tidak adanya 
kepastian hukum yang didapatkan masyarakat pencari keadilan.
Perkara nebis in idem seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan, 
bahwa perkara nebis in idem adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 
tetapi kembali diajukan kembali. Pengajuan perkara itu diajukan dengan alasan yang 
sama seperti pada perkara yang sebelumnya. Seharusnya perkara nebis in idem sudah 
tidak dapat ditangani lagi. 
Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa, perkara 
yang berkaitan dengan azas nebis in idem juga pernah terjadi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa78.  Perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim atau dengan kata 
lain perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, tetapi kemudian diajukan 
kembali dengan alasan yang sama. 
Menurut pihak yang terkait, perkara tersebut diajukan tidak dengan alasan 
yang sama, tetapi menurut majelis hakim yang menangani perkara tersebut, bahwa 
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perkara tersebut adalah perkara yang diajukan kembali dengan alasan yang sama79. 
Oleh karena itu, majelis hakim menolak untuk menangani perkara tersebut karena
perkara itu adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem yang 
merupakan perkara yang tidak dapat ditangani lagi karena telah berkekuatan hokum 
tetap pada perkara sebelumnya.
Dengan demikian, untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan azas 
nebis in idem, tidaklah dapat dilayani sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
Undang- undang. Bila ada perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem, tidak 
dapat diperiksa apalagi untuk disidangkan kembali karena akan menimbulkan ketidak 
pastian hukum dalam masyarakat.
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D.Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum daerah Tk.II 
Gowa dengan letak geografis antara 119.30° sampai dengan 20.12° Bujur Timur dan 
05.10° sampai dengan 05.40° Lintang Selatan dengan luas wilayah 1883.33 km2 . 
Pengadilan Agama Sungguminasa berkantor di Jalan Andi Mallombasang No.57 
Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa80. Dan hingga 
saat ini Pengadilan Agama Sungguminasa telah dipimpin oleh :
1.  K.H. Muh. Saleh Thaha
2.  K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir
3.  K.H. Muh. Syahid
4.  Drs. A. Syamsu Alam, SH
5.  K.H. Muh. Alwi Aly
6.  Drs. Andi Syaiful Islam Thahir
7.  Drs. Muh. As’ad Sanusi, SH
8.  Dra. Hj. Rahmah Umar
9.  Drs. Anwar R
10.  Drs. Khaeril R, MH
11.  Drs. H.M. Alwi Thaha, SH., MH (Ketua sekarang)
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Sungguminasa”http://sungguminasa.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=vie
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E. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa.
   Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, 
bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. 
Penyelenggaraan tugas dan kewenangan peradilan agama tersebut dituntut 
adanya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini bertujuan agar 
terwujud tata kehidupan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Di 
antara upaya mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, 
ditempuh berbagai kebijakan yang secara umum meliputi pelayanan masyarakat, 
biaya perkara, pengawasan kerja, kesejahteraan pegawai, peningkatan sumber daya 
manusia dan sumber daya manusia81.
1. Pelayanan Masyarakat.
Pengadilan Agama Sungguminasa menempuh pelayanan prima kepada 
pencari keadilan, termasuk di dalamnya mengupayakan memulai persidangan tepat 
jam 9.00 pagi sesuai relaas panggilan82. Bahkan Pengadilan Agama Sungguminasa 
merespons berbagai kebutuhan masyarakat terhadap Pengadilan Agama seperti 
adanya permintaan pengukuran arah kiblat, selain itu Pengadilan Agama 
Sungguminasa menanggapi dan atau menindak lanjuti secepatnya setiap pengaduan 
dari masyarakat atau pencari keadilan.





    Kebijakan mengenai biaya perkara ditempuh dengan cara menekan 
serendah-rendahnya biaya perkara, menghilangkan biaya APP dan administrasi, 
mengembalikan sisa panjar dan menekan serendah-rendahnya biaya yang 
berhubungan dengan ongkos pemeriksaan perkara di lokasi83.
3. Pengawasan dan Evaluasi Kerja.
Kebijakan dalam bidang pengawasan ditempuh dengan cara mengaktifkan 
fungsi hakim pengawas bidang, mengaktifkan kontrol kerja dan mengaktifkan cross 
dan atau eksaminasi perkara. Selain itu Pengadilan Agama Sungguminasa 
mengadakan evaluasi kerja pegawai setiap bulan84. 
4. Kesejahteraan Pegawai.
Peningkatansumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Sungguminasa 
berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para pegawai, di antaranya 
mengikut sertakan pegawai mengikuti latihan kerja seperti pelatihan aplikasi SAI, 
aplikasi SABMN, SIMPEG, RKAKL dan diklat sertifikasi barang dan jasa85.
a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan86. Visi 
berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Agama 
Sungguminasa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan 




86“Visi Pengadilan Agama 
Sungguminasa”http://sungguminasa.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=17&Itemid=174 (Tgl. 15 Juli 2010)
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dibawa dan diarahkan dan bagaimana dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, 
antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat- stakeholder / 
justisiabelen.
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah ditetapkan87. Visi dan Misi Pengadilan 
Agama Sungguminasa telah disusun melalui proses yang partisipatif dan 
komprehensip dengan mempertimbangkan data statistik Pengadilan Agama 
Sungguminasa dan kondisi eksternal yang ada.
1. Pernyataan Visi Dan Penjelasan Maknanya.
Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Sungguminasa yang bersih, berwibawa, dan 
profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”.
Visi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh 
karyawan-karyawati Pengadilan Agama Sungguminasa dalam wilayah hukumnya 
dalam melaksanakan aktivitas.
Pernyataan visi Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut memiliki pokok 
pengertian sebagai berikut: Pengadilan Agama Sungguminasa yang bersih, 
mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, 
korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan 
hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan 
                                                          
87“Misi Pengadilan Agama 
Sungguminasa”http://sungguminasa.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=14&Itemid=27(Tgl. 15 Juli 2010)
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pada era reformasi88. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam 
pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa ke depan 
dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan 
hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan karisma sandaran keadilan 
masyarakat.
Profesional, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses 
penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasai ilmu pengetahuan hukum dan 
profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme 
manajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan diharapkan dapat 
terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat 
dirasakan oleh segenap masyarakat.
2. Pernyataan Misi Dan Penjelasannya.
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah 
ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama 
Sungguminasa untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama 
Sungguminasa89tersebut adalah:
a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
b. Meningkatkan sumber daya aparaturperadilan;
c. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
                                                          
88“Visi Pengadilan Agama 
Sungguminasa”http://sungguminasa.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=17&Itemid=174 (Tgl. 15 Juli 2010), loc. cit.
89“Misi Pengadilan Agama 
Sungguminasa”http://sungguminasa.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=14&Itemid=27(Tgl. 15 Juli 2010), loc. cit.,
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d. Meningkatkan kesadarandanketaatanhukummasyarakat; Meningkatkan 
sarana dan prasarana hukum.
Penjelasa Makna Misi :
1. Misi pertama “Mewujudkan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” 
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, 
berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap eforia reformasi 
hukum yang selalu didengungkan masyarakat90. Apatisme masyarakat terhadap 
peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke Pengadilan akan selalu lama, 
berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi 
tersebut. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman.
2. Misi kedua, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan”. Yang dimaksud 
dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, 
kejurusitaan serta kesekretariatan91. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga 
peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber 
daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti 
kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian 
peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor 
pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. 




Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan 
keterampilan hukum aparatpeningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan 
melalui :
1. Pendidikan formal;
2. Pendidikan dan pelatihan struktural
3. Pengalaman kerja melalui mutasi terencana.
3. Misi ketiga, “Meningkatkan Pengawasan Yang Terencana dan Efektif”. 
Pengawasan92 merupakan tindakan untuk : 
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya; 
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari 
keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 
yang cepat dan biaya perkara yang ringan.
4. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif 
terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan 
yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan 
cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari 
                                                          
92Ibid
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masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat 
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
4. Misi keempat, “Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat”. 
Seperti yang telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan kesuksesan 
pencapaian tujuan hukum93, yakni 
(1) Substansi hukum;
(2) Struktur hukum;
(3) Budaya hukum. 
Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum suatu 
masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan 
ketaatan terhadap hukum. Ada tiga tingkatan kualitas ketaatan hukum, pertama, 
ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena takut terkena sanksi; kedua, ketaatan hukum yang bersifat
identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut 
hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak; ketiga, ketaatan hukum yang
bersifat internalization, yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia merasa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya94. Model ketaatan 
terhadap hukum yang ketiga yang sangat diharapkan terwujudnya dalam wilayah 
hukum Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencapai visinya.




5. Misi kelima, “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung 
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar95. Sarana dan prasarana tersebut 
mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang 
memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.
Faktor penentu/ kuci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang menjadi 
prioritas dalam usaha mencapai visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan diperoleh 
dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan strategis serta kondisi 
yang ada. Dari hasil analisis kondisi lingkungan, faktor kunci keberhasilan dalam 
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa96 adalah sebagai berikut 
:
1. Adanya peningkatan pendidikan dan keterampilan aparatur peradilan
Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya 
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 
keterbatasan kemampuan para aparatur di dalam menjalankan tugas pokok 
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang 
diajukan. Keterbatasan kemampuan aparatur Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang mendasar adalah keterbatasan kualitas (kemampuan) 
aparatur peradilan, sarana dan prasarana. Keterbatasan tersebut 




mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi 
tidak efektif dan efeisien.
Untuk mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi 
Pengadilan Agama Sungguminasa, maka peningkatan pendidikan dan 
pelatihan serta pembangunan sarana gedung kantor menjadi hal yang 
penting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan penjenjangan 
formal dan atau mengikut serta aparatur pada setiap kesempatan 
pendidikan dan pelatihan, seminar hukum dan lain-lainnya. 
Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan professional yang akan dapat 
diberikan oleh aparatur yang handal, berpendidikan dan terampil. Hasil 
dari kesemuanya akan bermuara pada kewibawaan lembaga peradilan.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai
Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan 
prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan 
peradilan. Kondisi Pengadilan Agama Sungguminasa dari segi sarana dan 
prasarana menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Kondisi Pengadilan 
Agama Sungguminasa yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsi peradilan. Sarana keuangan peradilan juga perlu mendapat 
perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang 
telah ada.
3.  Terwujudnya pengawasan yang terencana dan efektifPengawasan 
merupakan salah satu fungsi pokok managemen untuk menjaga dan 
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 
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Pengawasan merupakan solusi penyelesaian masalah lembaga peradilan 
yang selama ini selalu didera. Pengawasan dapat meminimalisir peluang 
pelanggaran ketentuan sehingga lembaga pengadilan dapat menjadi 
lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada 
masyarakat dengan bermuara terwujudnya visi dan misi Pengadilan 
Agama Sungguminasa.
4.  Terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum Kesadaran dan ketaatan 
hukum yang dimaksud adalah meliputi kesadaran dan ketaatan aparatur 
peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Kesadaran hukum yang 
dimiliki aparatur peradilan belum menjamin bahwa aparat tersebut akan 
mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum seseorang bahwa 
melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu 
menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu 
perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya.Bila dicermati mengenai 
kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat maupun aparatur peradilan, 
maka kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
(1) Kesadaran hukum yang baik; 
(2) Kesadaran hukum yang tidak baik.
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang 
yang semakin memiliki pengetahuan hukum, mengetahui kemungkinan 
penemuan hukum tetapi tidak dilakukannya. Akan tetapi kesadaran hukum 
yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan dalam 
pelaksanaan hukum tersebut.Uraian fenomena tersebut tergambar betapa 
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kesadaran hukum aparatur peradilan dan masyarakat menjadi faktor 






Dari uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kriteria perkara yang dapat dianggap Nebis In Idem adalah:  apa yang di 
gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan  yang telah 
berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperi menolak gugatan, 
objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama     
2. Putusan yang dapat dikategorikan  sebagai Nebis In Idem adalah putusan 
bebas ( Vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum 
(Onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (Veroordeling)      
3. Perlu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum 
yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 
wilayah Kesatuann Republik Indonesia, biasanya didasari oleh asas 
legalitas atau yang disebut dengan aliran positifisme, maksudnya seorang 
tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman apabila belum ada undang-
undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut, sehingga dalam proses 
persidangan tidak akan terjadi penuntutan untuk kedua kalinya dengan 
demikian mendapatkan kepastian hukum.
62
B. Saran-saran
1. Perlu adanya pengawasan, pengawalan  control dari elemen masyarakat 
terhadap proses jalannya persidangan sampai pada putusan, agar hakim 
tidak sewenang-wenang dalam setiap keputusan di setiap tingkat 
pengadilan
2. Perlu adanya kejelian, kecermatan, dan ketelitian terhadap aparat penegak 
hukum khususnya hakim dalam memutus perkara dan menjunjung tinggi 
asas praduga tak bersalah    
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